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PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE

Nomor 178.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tiga -------------------

Maret dua ribu dua puluh dua (23-3-2022), pukul ----

12.30 WIB (dua belas lewat tiga puluh menit Waktu

Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE --------

DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister --------------------------------------------

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----------------------

Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ---------------

berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ------------

namanya akan disebut dalam akhir akta ini.--------------------------

Tuan YAP TJAY HING, lahir di Jakarta, pada ----------------------

tanggal 6 (enam) Desember 1954 (seribu -------------------------

sembilan ratus lima puluh empat), Direktur -----------

Utama perseroan terbatas yang akan disebut -----------

dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, -----------

Jalan Kencana Permai II/19, Rukun Tetangga -----------

005/Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta -------------------------

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----

3174050612540002, Warga Negara Indonesia.------------------

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ------------

sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, para pemegang saham dari PT KB FINANSIA --------

MULTI FINANCE, suatu perseroan terbatas yang ---------------

didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang ----

Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ----------------------

Z3’22/PKPS-FMF
M1/AMM
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Jakarta dan beralamat di Gedung Office 8, Lantai

15, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling

52-53, Kebayoran Baru, yang anggaran dasarnya ------------

telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu -------------------

tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ------------

dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) --------------------------

September 2007 (dua ribu tujuh), Nomor 73, dibuat

di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, sebagai

pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris ----

di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan --------

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----

30 (tiga puluh) Nopember 2007 (dua ribu tujuh) --------

Nomor C-04959 HT.04-TH.2007; ------------------------------------------------------------------------

- anggaran dasar tersebut telah mengalami --------------------------

beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam:

- akta tanggal 13 (tiga belas) September 2011 ------------

(dua ribu sebelas) Nomor 26, dibuat di hadapan --------

Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum sebagai ---------------

pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum --------

tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan -------------------

pemberitahuan perubahaan anggaran dasar dari ---------------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------

Indonesia sesuai dengan surat tanggal 28 (dua ------------

puluh delapan) September 2011 (dua ribu sebelas)

Nomor AHU-AH.01.10-30838; ------------------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 4 (empat) September 2013 (dua ribu

tiga belas) Nomor 15, dibuat di hadapan ARYANTI ----
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ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----

Notaris di Jakarta Selatan, yang telah ------------------------------------

mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan --------

anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --------

tanggal 6 (enam) Nopember 2013 (dua ribu tiga ------------

belas) Nomor AHU-AH.01.10-46749;--------------------------------------------------------------

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Januari 2014 (dua

ribu empat belas) Nomor 81, dibuat di hadapan ------------

Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ------------

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan surat tanggal 25 (dua ------------

puluh lima) Pebruari 2014 (dua ribu empat belas)

Nomor AHU-AH.01.10-06397; ------------------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 (dua ------------

ribu lima belas) Nomor 108, dibuat di hadapan ------------

Notaris ARYANTI ARTISARI Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ------------

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan surat tanggal 11 -----------------------------

(sebelas) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) ---------------

Nomor AHU-AH.01.03-0956092; ----------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 (dua ------------

ribu lima belas) Nomor 109, dibuat di hadapan ------------

Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ------------
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persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---------------

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------

Keputusan tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus --------

2015 (dua ribu lima belas) Nomor ----------------------------------------------------------

AHU-0940993.AH.01.02.TAHUN 2015;--------------------------------------------------------------

- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Pebruari 2019

(dua ribu sembilan belas) Nomor 11, dibuat di ------------

hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,

Magister Kenotariatan tersebut, yang telah ----------------------

mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --------

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------

dengan Surat Keputusan tanggal 5 (lima) Maret ------------

2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor --------------------------------------------

AHU-0012130.01.02.TAHUN 2019;------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) April 2019 ------------

(dua ribu sembilan belas) Nomor 21, dibuat di ------------

hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,

Magister Kenotariatan tersebut, yang telah ----------------------

mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --------

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------

dengan Surat Keputusan tanggal 7 (tujuh) Mei 2019

(dua ribu sembilan belas) Nomor --------------------------------------------------------------

AHU-0024121.AH.01.02.TAHUN 2019;--------------------------------------------------------------

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 2020 --------

(dua ribu dua puluh), Nomor 87, dibuat dihadapan

saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -------------------

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------

Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 25 (dua ------------
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puluh lima) Maret 2020 (dua ribu dua puluh), ---------------

Nomor AHU-AH.01.03-0161311;--------------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) April 2020 --------

(dua ribu dua puluh), Nomor 53, dibuat dihadapan

saya, Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan

dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----

27 (dua puluh tujuh) Mei ---------------------------------------------------------------------------------------

2020(dua ribu dua puluh), Nomor --------------------------------------------------------------

AHU-0037397.AH.01.02.TAHUN 2020;--------------------------------------------------------------

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2020 (dua

ribu dua puluh), Nomor 147, dibuat dihadapan ---------------

saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) --------------------------

persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---------------

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------

Keputusan tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2020 ----

(dua ribu dua puluh), Nomor ----------------------------------------------------------------------------

AHU-0042450.AH.01.02.TAHUN 2020 dan (ii) -----------------------------

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar

dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----

23 (dua puluh tiga) Juni 2020 (dua ribu dua -------------------

puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0256321;---------------------------------------------------

- akta tanggal 6 (enam) Juli 2020 (dua ribu dua ----

puluh), Nomor 23, dibuat dihadapan saya, Notaris,

yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ----

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------

sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 6 (enam) --------

Juli 2020 (dua ribu dua puluh), Nomor ----------------------------------------
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AHU-0045638.AH.01.02.TAHUN 2020;--------------------------------------------------------------

- akta tanggal 15 (lima belas) September 2020 ------------

(dua ribu dua puluh), Nomor 40, dibuat dihadapan

saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -------------------

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----

15 (lima belas) September 2020 (dua ribu dua ---------------

puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0386837;---------------------------------------------------

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ----

dimuat dalam akta tanggal 9 (sembilan) Nopember ----

2021 (dua ribu dua puluh satu), Nomor 37, dibuat

dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----

(i) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ----

dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --------

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor ---------------

AHU-AH.01.03-0471155 dan (ii) penerimaan -----------------------------

pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum ----

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----

dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0471156, keduanya

tertanggal 9 (sembilan) Nopember 2021 (dua ribu ----

dua puluh satu);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- susunan pemegang saham terakhir sebagaimana ------------

dimuat dalam akta tanggal 15 (lima belas) --------------------------

September 2020 (dua ribu dua puluh), Nomor 40, --------

dibuat dihadapan saya, Notaris;-----------------------------------------------------------------

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --------

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 9 ---------------------------------

(sembilan) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh ---------------
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satu), Nomor 37, dibuat dihadapan saya, Notaris;----

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;----

- yang terdiri dari:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. KB KOOKMIN CARD CORP, suatu perusahaan yang-----------

didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara

Korea dan berkantor di KB Kookmin Card Bldg, ----

30 Saemunan-ro 3-gil, Jongno-gu, Seoul, Korea

03173:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- selaku pemilik dari/yang berhak atas -------------------------

101.000.032 (seratus satu juta tiga puluh dua)

saham;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. PT FINANSIA PACIFICA RAYA, suatu perseroan ------------

terbatas yang didirikan menurut dan ------------------------------------

berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, ----

berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat

di Office 8 Building, Lantai 15, Ja1an -------------------------

Jenderal Sudiman Kavling 52-53 SCBD Lot 28, --------

Jakarta 12190, Indonesia;----------------------------------------------------------------------------

- selaku pemilik dari/yang berhak atas -------------------------

25.250.008 (dua puluh lima juta dua ratus lima

puluh ribu delapan) saham; --------------------------------------------------------------------

- KB KOOKMIN CARD CORP dan PT FINANSIA PACIFICA ----

RAYA untuk selanjutnya secara bersama-sama ----------------------

disebut sebagai “Para Pemegang Saham”.----------------------------------------

- bahwa Para Pemegang Saham yang mewakili seluruh

saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh --------

oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak --------

126.250.040 (seratus dua puluh enam juta dua ---------------
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ratus lima puluh ribu empat puluh) saham masing-----

masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000,00

(seribu Rupiah);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan ---------------

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan ------------

lain sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN SIRKULAR

PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM -------------------

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT KB FINANSIA MULTI --------

FINANCE, tertanggal 21 (dua puluh satu) Maret ------------

2022 (dua ribu dua puluh dua), yang dibuat ----------------------

dibawah tangan, bermeterai cukup dan fotokopi ------------

sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini --------

(“Keputusan Pemegang Saham"); ---------------------------------------------------------------------

- sehingga dengan demikian sesuai dengan -----------------------------

ketentuan dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 ----

Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ------------

Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut -------------------

adalah sah dan mengikat; ---------------------------------------------------------------------------------------

- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut ----

Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak ----

substitusi untuk menyatakan Keputusan Pemegang --------

Saham dalam suatu akta Notaris. --------------------------------------------------------------

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ------------

tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa

tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan

dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Para
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Pemegang Saham Perseroan dengan ini memutuskan --------

antara lain hal-hal sebagai berikut:------------------------------------------------

Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali -------------------

seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -----------

dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan ----

dalam Lampiran I Keputusan Sirkuler ini dalam

rangka menjadi Emiten sehingga disesuaikan -----------

dengan POJK No. 33/2014, selengkapnya menjadi

sebagaimana yang akan disebut dibawah ini;---------------

Sehingga berdasarkan keputusan tersebut di atas,

maka ketentuan seluruh Anggaran Dasar Perseroan ----

menjadi sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------Pasal 1 ----------------------------------------------------------------------------

1. Perseroan tebatas ini bernama ----------------------------------------------------------

--------------------------------PT KB FINANSIA MULTI FINANCE --------------------------------

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup --------

disingkat dengan (“Perseroan”), berkedudukan ----

di Jakarta Selatan. ----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan

di tempat lain, baik di dalam maupun di luar ----

wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang --------

ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan --------

dari Dewan Komisaris.------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------Pasal 2 ----------------------------------------------------------------------------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak

terbatas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA --------------------

---------------------------------------------------------------------------Pasal 3 ----------------------------------------------------------------------------

1. Maksud dan tujuan perseroan adalah bergerak di

bidang pembiayaan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di ----

atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan -----------

usaha sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------------

a. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan

cara Sewa Pembiayaan, Jual dan Sewa Balik,

Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan --------------

Dari Penjual Piutang, Anjak Piutang Tanpa ----

Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang, -----------

Pembelian Dengan Pembayaran Secara ----------------------------

Angsuran, Pembiayaan Proyek, Pembiayaan -----------

Infrastruktur, dan/atau pembiayaan lain -----------

setelah terlebih dahulu mendapatkan -------------------------

persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan -----------

(OJK);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan ------------------

dengan cara Jual dan Sewa Balik, Anjak --------------

Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari ------------------

Penjual Piutang, Anjak Piutang Tanpa ---------------------

Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang, -----------

Fasilitas Modal Usaha, dan/atau pembiayaan

lain setelah terlebih dahulu mendapatkan -------

persetujuan dari OJK; dan/atau-----------------------------------------------

c. Pembiayaan Multiguna yang dilakukan dengan

cara Sewa Pembiayaan, Pembelian Dengan --------------

Pembayaran Secara Angsuran, Fasilitas ------------------
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Dana, dan/atau pembiayaan lain setelah --------------

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan -----------

dari OJK; dan/atau------------------------------------------------------------------------------------------

d. Sewa operasi dan/atau kegiatan berbasis -----------

imbal jasa sepanjang tidak bertentangan -----------

dengan ketentuan peraturan perundang----------------------

undangan di sektor jasa keuangan.------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------MODAL -------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------Pasal 4 ----------------------------------------------------------------------------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah ---------------------------------------------------

Rp126.250.040.000,00 (seratus dua puluh enam ----

miliar dua ratus lima puluh juta empat puluh ----

ribu Rupiah), yang terdiri dari 126.250.040 --------

(seratus dua puluh enam juta dua ratus lima --------

puluh ribu empat puluh) saham biasa dengan -----------

masing-masing saham bernilai Rp1.000,00 ----------------------

(seribu Rupiah).------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan ----

dan disetor penuh sebesar 100% (seratus ----------------------

persen) atau sejumlah 126.250.040 (seratus dua

puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu ---------------

empat puluh) saham biasa, dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp126.250.040.000,00 ----------------------

(seratus dua puluh enam miliar dua ratus lima

puluh juta empat puluh ribu Rupiah), oleh para

pemegang saham dan rincian jumlah serta nilai

nominal saham masing-masing pemegang saham -----------

akan disebut pada bagian akhir akta ini.----------------------

3. Saham–saham yang masih dalam simpanan akan -----------
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dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan ----

modal Perseroan, dengan persetujuan RUPS.------------------

4. Perseroan tidak akan menerbitkan saham atau --------

efek lain atau hak yang dapat diambil bagian,

atau konversi efek menjadi saham dalam modal ----

Perseroan kepada pihak lain selain dari para ----

pemegang saham yang tertera dalam akta ini -----------

kecuali penerbitan tersebut telah disepakati ----

dalam Rencana Kerja untuk suatu Tahun Buku -----------

atau para pemegang saham yang namanya tertera

dalam akta ini telah memberikan persetujuan --------

tertulis bahwa penerbitan saham untuk pihak --------

lain tersebut diperlukan untuk pembiayaan ---------------

Perseroan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Setiap pengeluaran saham baru (atau setiap -----------

opsi, waran atau efek lain yang dapat -----------------------------

dikonversikan menjadi saham) (“Efek Baru”, dan
setiap pengeluaran Efek Baru disebut, -----------------------------

“Penerbitan Pre-emptive”) dilakukan dengan -----------

cara sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------

a. Efek Baru harus terlebih dahulu ditawarkan

secara serentak dengan ketentuan penawaran

yang sama kepada seluruh pemegang saham -----------

yang ada. Masing-masing pemegang saham --------------

(“Pemegang Saham Pre-emptive”) mempunyai -------

hak (“Hak Pre-emptive”) untuk membeli Efek
Baru secara pro rata sesuai dengan ----------------------------

proporsi kepemilikan sahamnya masing----------------------

masing dalam Penerbitan Pre-emptive -------------------------
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tersebut berdasarkan ketentuan yang sama -------

dan pada harga yang sama dengan yang ---------------------

ditawarkan kepada masing-masing Pemegang -------

Saham Pre-emptive.------------------------------------------------------------------------------------------

b. Perseroan akan menyampaikan pemberitahuan ----

tertulis (“Pemberitahuan Pre-emptive”) --------------

kepada setiap Pemegang Saham Pre-emptive -------

mengenai setiap usulan Penerbitan Pre-------------------

emptive dimana Pemegang Saham Pre-emptive ----

tersebut mempunyai Hak Pre-emptive. -------------------------

Pemberitahuan Pre-emptive harus mencakup -------

setidaknya, hal-hal sebagai berikut:-------------------------

i).tipe Efek Baru yang akan diterbitkan;----------

ii).jumlah total Efek Baru yang akan ---------------------

diterbitkan;----------------------------------------------------------------------------------------------------

iii).harga Efek Baru tersebut;-----------------------------------------------

iv).ketentuan-ketentuan dasar Efek Baru -----------

tersebut (termasuk jangka waktu dan -------------

suku bunga);----------------------------------------------------------------------------------------------------

v).usulan tanggal penutupan Penerbitan --------------

Pre-emptive;----------------------------------------------------------------------------------------------------

vi).tempat dan waktu untuk penerbitannya;-------

vii).semua syarat dan ketentuan penting -----------

lain dari Penerbitan Pre-emptive.------------------------

c. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 --------------

ayat 5 huruf (d) di bawah ini, dalam ---------------------

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari --------------

tanggal diterimanya Pemberitahuan Pre-------------------

emptive (“Jangka Waktu Penawaran”), setiap
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Pemegang Saham Pre-emptive yang ingin ------------------

menjalankan Hak Pre-emptive-nya harus ------------------

menyampaikan pemberitahuan tertulis -------------------------

(“Penerimaan Pre-emptive”) kepada --------------------------------

Perseroan untuk menyatakan bagian dari --------------

Penerbitan Pre-emptive yang hendak dibeli ----

oleh Pemegang Saham Pre-emptive, dan ---------------------

apabila Pemegang Saham Pre-emptive tidak -------

memberikan pernyataan dalam jangka waktu -------

30 (tiga puluh) hari tersebut maka ----------------------------

Pemegang Saham Pre-emptive dianggap telah ----

mengesampingkan Hak Pre-emptive-nya. Jika ----

jumlah total dari Efek Baru yang hendak -----------

dibeli oleh para Pemegang Saham Pre--------------------------

emptive melampaui jumlah total Efek Baru -------

yang ditawarkan, maka jumlah Efek Baru --------------

yang dapat dibeli oleh masing-masing ---------------------

Pemegang Saham Pre-emptive akan ----------------------------------------

disesuaikan sedemikian rupa sehingga ---------------------

masing-masing Pemegang Saham Pre-emptive -------

dapat membeli paling sedikit sesuai dengan

proporsi masing-masing dari efek tersebut ----

secara pro rata, dengan ketentuan bahwa -----------

sesudah penyesuaian tersebut, tidak ada -----------

Pemegang Saham Pre-emptive yang akan ---------------------

diwajibkan untuk membeli Efek Baru yang -----------

melampaui jumlah Efek Baru yang telah ia -------

pilih untuk dibeli.--------------------------------------------------------------------------------------

d. Sepanjang ditentukan oleh Direksi yang --------------
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bertindak dengan itikad baik dan untuk --------------

kepentingan Perseroan, dalam hal ------------------------------------

penerbitan Efek Baru perlu dipercepat ------------------

karena kebutuhan pendanaan darurat ----------------------------

Perseroan, maka Jangka Waktu Penawaran --------------

dapat dipersingkat menjadi jangka waktu -----------

tertentu sebagaimana ditentukan oleh ---------------------

Direksi (secara wajar) dan melalui suatu -------

Rapat Direksi yang diselenggarakan ----------------------------

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ini.-------

e. Setiap Efek Baru yang tidak dibeli oleh -----------

Pemegang Saham Pre-emptive (“Efek Yang --------------

Ditolak”), dapat dibeli oleh:--------------------------------------------------

i).setiap anggota dari Grup suatu pemegang

saham yang dinominasikan oleh pemegang ---

saham tersebut; atau-----------------------------------------------------------------------

ii).dalam hal Efek Yang Ditolak tidak juga

dibeli oleh anggota Grup pemegang saham

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

5 huruf (e) butir (i), kepada satu atau

lebih pihak ketiga (“Pengambil Bagian ------

Pihak Ketiga”).-----------------------------------------------------------------------------------------

f. Setiap Pemegang Saham Pre-emptive yang --------------

melaksanakan Hak Pre-emptive-nya ------------------------------------

berdasarkan Pasal 4 Anggaran (atau setiap ----

anggota dari Grup suatu pemegang saham --------------

yang dinominasikan berdasarkan Pasal 4 --------------

ayat 5 huruf (e) butir (i)) berhak dan --------------

berkewajiban untuk membeli porsi Efek Baru
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yang dirincikan dalam Penerimaan Pre----------------------

emptive sesuai dengan syarat dan ketentuan

yang tertera dalam Pemberitahuan Pre----------------------

emptive.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g. Penyelesaian penerbitan Efek Baru --------------------------------

berdasarkan Pasal 4 akan dilakukan di ------------------

kantor Perseroan sepuluh (10) hari kerja -------

sesudah berakhirnya Jangka Waktu ------------------------------------

Penawaran.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

h. Setiap Penerbitan Pre-emptive yang dibeli ----

oleh Pengambil Bagian Pihak Ketiga hanya -------

dapat dibeli pada harga yang tidak lebih -------

rendah dari dan berdasarkan pada ------------------------------------

ketentuan, secara keseluruhan, yang tidak ----

lebih menguntungkan bagi Pengambil Bagian ----

Pihak Ketiga daripada harga dan ketentuan ----

yang diusulkan dan dinyatakan dalam -------------------------

Pemberitahuan Pre-emptive. Apabila ----------------------------

pembelian tersebut tidak diselesaikan ------------------

dalam waktu tiga 3 (tiga) bulan sejak ------------------

tanggal Pemberitahuan Pre-emptive, maka -----------

Penerbitan Pre-emptive tersebut tidak ------------------

dapat dilaksanakan tanpa ditawarkan -------------------------

kembali terlebih dahulu kepada Pemegang -----------

Saham Pre-emptive sesuai dengan ketentuan ----

dalam Pasal 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

i. Setiap Penerbitan Pre-emptive harus -------------------------

memperhatikan ketentuan pemeliharaan -



17

persentase kepemilikan saham pemegang ------------------

saham tertentu sebagaimana diatur dalam -----------

Anggaran Dasar ini.--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------SAHAM -------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------Pasal 5 ----------------------------------------------------------------------------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan --------

adalah saham atas nama pemiliknya. ----------------------------------------

2. Perseroan hanya mengakui seorang individu atau

satu badan hukum sebagai pemilik dari satu -----------

saham. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi ---------------

milik beberapa orang, maka mereka yang -------------------------

memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk -----------

menunjuk seorang di antara mereka atau orang ----

lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang -----------

ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang --------

akan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham ----

dan berhak mempergunakan hak yang diberikan --------

oleh hukum atas saham tersebut. ---------------------------------------------------

4. Selama ketentuan dalam Pasal 5 ayat 3 di atas

belum dilaksanakan, maka para pemegang saham ----

tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam

RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham

itu ditangguhkan. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus -----------

tunduk kepada Anggaran Dasar,  semua keputusan

yang diambil dengan sah dalam RUPS serta ------------------

peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----------
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6. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) -------------------------

pemegang saham, baik orang perseorangan ----------------------

dan/atau badan hukum.------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------SURAT SAHAM --------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------Pasal 6 ----------------------------------------------------------------------------

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. ---------------

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk --------

setiap saham diberi sehelai surat saham. ------------------

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai

bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang

dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----------------------------

4. Pada surat saham sekurang harus dicantumkan:--------

a. Nama dan alamat pemegang saham; ----------------------------------------

b. Nomor surat saham; --------------------------------------------------------------------------------------

c. Tanggal pengeluaran surat saham; dan-------------------------

d. Nilai nominal saham.-----------------------------------------------------------------------------------

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus --------

dicantumkan:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Nama dan alamat pemegang saham;-------------------------------------------

b. Nomor surat kolektif saham; ------------------------------------------------------

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ----

d. Nilai nominal saham; dan--------------------------------------------------------------------

e. Jumlah saham.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Surat saham dan surat koletif saham harus ---------------

ditandatangani oleh Direktur Utama dan -------------------------

Komisaris Utama. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------PENGGANTI SURAT SAHAM --------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------Pasal 7 ----------------------------------------------------------------------------

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat -----------
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dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang

berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan ---------------

surat saham pengganti setelah surat saham yang

rusak atau yang tidak dapat dipakai tersebut ----

diserahkan kembali kepada Direksi. ----------------------------------------

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat 1 di atas harus dimusnahkan dan oleh ---------------

Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan ----

dalam RUPS berikutnya. -----------------------------------------------------------------------------------

3. Apabila surat saham hilang, maka atas -----------------------------

permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi

akan mengeluarkan surat saham pengganti ----------------------

setelah menurut pendapat Direksi kehilangan --------

itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ----

dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap ----------------------

peristiwa yang khusus. -----------------------------------------------------------------------------------

4. Setelah pengganti surat saham tersebut -------------------------

dikeluarkan, maka asli surat saham tidak ------------------

berlaku lagi terhadap Perseroan. -----------------------------------------------

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat

saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang

berkepentingan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Ketentuan dalam Pasal 7, secara mutatis ----------------------

mutandis juga berlaku bagi pengeluaran -------------------------

pengganti surat kolektif saham. ---------------------------------------------------

-------------------------------------------PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------Pasal 8 ----------------------------------------------------------------------------

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan --------

akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh--------
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yang memindahkan dan yang menerima pemindahan

atau wakil mereka yang sah.--------------------------------------------------------------------

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam

ayat 1 atau salinannya disampaikan secara ---------------

tertulis kepada Perseroan.------------------------------------------------------------------------

3. Tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar -----------

ini, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari --------

tanggal efektif Akta ini (“Periode ----------------------------------------

Penguncian”), para pemegang saham yang namanya
tertera dalam akta ini tidak akan membebankan

apa pun atas, mengalihkan, atau secara lain --------

melepas atau memberikan kepada orang lain hak-

hak dalam atau atas tiap saham atau ------------------------------------

kepentingan dalam tiap saham dalam Perseroan ----

(termasuk menciptakan perwalian atau --------------------------------

memberikan kepentingan atas saham-saham ----------------------

tersebut atau tiap kepentingan sah atau ----------------------

bermanfaat dalam saham-saham tersebut).-------------------------

4. Setelah berakhirnya Periode Penguncian, setiap

pemegang saham yang namanya tertera dalam akta

ini dapat mengalihkan sahamnya (“Pemegang ---------------

Saham Pengalih”) dengan tetap tunduk pada ---------------

ketentuan Pasal ini dan ketentuan kepemilikan

minimum saham lokal berdasarkan peraturan ---------------

perundang-perundangan yang berlaku dengan ---------------

persetujuan dari pemegang saham lainnya. ------------------

Apabila tidak terdapat tanggapan dari pemegang

saham lainnya tersebut selama sepuluh (10) -----------

hari kerja sejak tanggal permohonan pengalihan
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hak dari Pemegang Saham Pengalih, maka -------------------------

pemegang saham lainnya tersebut dianggap telah

menyetujui rencana pengalihan tersebut.-------------------------

5. Tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar ini, ---------------

setelah Periode Penguncian, pemindahan hak -----------

atas saham dilakukan dengan cara sebagai ------------------

berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Setelah persetujuan sebagaimana dimaksud -------

Pasal 8 ayat 4 diterima atau dianggap ------------------

diterima, Pemegang Saham Pengalih harus -----------

memberikan pemberitahuan secara tertulis -------

(“Pemberitahuan Pengalihan ROFR”) kepada -------

Perseroan dan pemegang saham lainnya ---------------------

(“Pemegang Saham Lainnya”) mengenai -------------------------

keinginannya untuk memindahkan hak atas -----------

saham-saham miliknya di Perseroan (“Saham ----

ROFR”).  Pemberitahuan Pengalihan ROFR --------------

harus memuat:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(i) jumlah dan tipe Saham ROFR yang ----------------

Pemegang Saham Pengalih usulkan ----------------

untuk dialihkan secara total;----------------------------

(ii) harga untuk Saham ROFR tersebut ----------------

(“Harga ROFR”), dan ketentuan ------------------------

material lain dari usulan transfer ------

tersebut, termasuk identitas pembeli

pihak ketiga yang dimaksudkan;------------------------

(iii) bahwa semua Saham ROFR ditawarkan ---------

kepada Pemegang Saham Lainnya dan ---------

bahwa Pemegang Saham Lainnya dapat ------
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memilih untuk membeli sampai semua ------

Saham ROFR;--------------------------------------------------------------------------------------------

(iv) jangka waktu yang memperbolehkan -------------

Pemegang Saham Lainnya untuk memilih

membeli Saham ROFR, yang, kecuali ---------

jika para pemegang saham setuju ----------------

secara lain, akan dimulai pada --------------------

tanggal pemberitahuan tersebut dan ------

paling sedikit selama 60 (enam --------------------

puluh) hari sejak tanggal --------------------------------------

pemberitahuan tersebut (“Periode -------------

ROFR”); dan--------------------------------------------------------------------------------------------

(v) tanggal penyelesaian untuk transfer --

atas Saham ROFR, yang, kecuali jika --

para pemegang saham setuju secara ---------

lain, paling sedikit 90 (sembilan ---------

puluh) hari sejak hari terakhir ----------------

Periode ROFR (“Tanggal Penyelesaian --

ROFR”).;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Pemegang Saham Lainnya dapat, kapan saja -------

sebelum berakhirnya Periode ROFR, memilih ----

untuk membeli semua atau sebagian dari --------------

Saham ROFR dengan memberikan pemberitahuan

tertulis kepada Perusahaan dan Pemegang -----------

Saham Pengalih yang menyatakan jumlah ------------------

Saham ROFR yang dipilih untuk dibeli ---------------------

olehnya atau oleh suatu pihak ketiga yang ----

ditunjuk olehnya;---------------------------------------------------------------------------------------------

c. Selambat-lambatnya pada tanggal yang jatuh
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pada 5 (lima) hari kerja sesudah ------------------------------------

berakhirnya Periode ROFR, Perseroan harus ----

memberitahu Pemegang Saham Pengalih dan -----------

Pemegang Saham Lainnya mengenai hasil dari

penawaran yang dilakukan oleh Pemegang --------------

Saham Pengalih dalam Pemberitahuan ----------------------------

Pengalihan ROFR.-------------------------------------------------------------------------------------------------

d. Jika Pemegang Saham Lainnya tidak membeli ----

semua Saham ROFR, maka Pemegang Saham ------------------

Pengalih dapat memilih untuk:--------------------------------------------------

(i) terus memegang dan memiliki Saham -----

ROFR;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) menjual kepada Pemegang Saham ------------------------

Lainnya jumlah Saham ROFR yang --------------------

sehubungan dengan mana suatu ----------------------------

penerimaan telah diterima menurut ---------

Pasal 8 ayat 5 huruf c, dan menjual --

semua Saham ROFR selebihnya yang -------------

sehubungan dengan mana penerimaan ---------

belum diterima kepada suatu pihak ---------

ketiga; atau----------------------------------------------------------------------------------------

(iii) menjual seluruh Saham ROFR kepada ---------

suatu pihak ketiga;----------------------------------------------------------------

e. Jika Pemegang Saham Pengalih mengalihkan -------

Saham ROFR kepada suatu pihak ketiga dan -------

diselesaikan pengalihannya sesuai dengan -------

jangka waktu yang diatur dalam Pasal 8 --------------

ayat 5 huruf (e) butir (ii) (“Pembeli ------------------

Pihak Ketiga”), maka:-------------------------------------------------------------------------------
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(i) penjualan hanya dapat dilakukan pada

harga yang tidak lebih rendah dan ---------

berdasarkan ketentuan, secara ------------------------

keseluruhan, yang tidak lebih ------------------------

menguntungkan Pembeli Pihak Ketiga ------

daripada harga dan ketentuan yang ---------

diusulkan yang dinyatakan dalam ----------------

Pemberitahuan Pengalihan ROFR; --------------------

(ii) Pembeli Pihak Ketiga tersebut harus --

menandatangani dan menyerahkan Akta --

Kepatuhan pada saat dimana -----------------------------------

pengalihan saham itu terjadi; dan-------------

(iii) Pengalihan tersebut harus --------------------------------------

direalisasikan dalam waktu 120 --------------------

(seratus dua puluh) hari sesudah -------------

berakhirnya Periode ROFR yang ------------------------

ditetapkan dalam Pemberitahuan --------------------

Pengalihan ROFR terkait. Jika ------------------------

pengalihan tersebut tidak --------------------------------------

direalisasikan dalam waktu 120 --------------------

(seratus dua puluh) hari tersebut, ------

maka pengalihan kepada Pembeli Pihak

Ketiga tersebut tidak dapat -------------------------------

diselesaikan kecuali jika Saham ROFR

tersebut ditawarkan kembali terlebih

dahulu kepada Pemegang Saham ----------------------------

Lainnya.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Terlepas dari segala ketentuan dalam Anggaran

Dasar ini, tidak ada pemegang saham yang dapat
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mengalihkan kepemilikan saham-sahamnya atau --------

kepentingan ekuitas lainnya dalam Perseroan

kecuali apabila pemegang saham tersebut juga ----

secara serentak mengalihkan seluruh kelas dan

seri saham dan kepentingan ekuitas (termasuk ----

kepemilikan saham) dalam Perseroan secara pro

rata kepada penerima pengalihan yang sama. -----------

7. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan

apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ----

telah dipenuhi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari ----

rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak -----------

diperkenankan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------Pasal 9 ----------------------------------------------------------------------------

1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang ------------------

selanjutnya disebut RUPS adalah:---------------------------------------------------

a. RUPS tahunan; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran -----------

Dasar disebut RUPS luar biasa. -------------------------------------------

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti

keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar -----------

biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. ----

3. Dalam RUPS tahunan:-------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang ----

telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk ----

mendapat persetujuan RUPS dan laporan ------------------

keuangan untuk mendapatkan pengesahan ------------------

RUPS; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan

mempunyai saldo laba yang positif; ----------------------------

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang -----------

telah diajukan sebagaimana mestinya dengan

memperhatikan ketentuan dalam Anggaran --------------

Dasar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----------

laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti -----------

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung ----

jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi ----

dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ----------------------

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun

buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ------------------

tercermin dalam laporan tahunan dan laporan --------

keuangan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-

waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan

dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata ----

acara rapat yang dimaksud pada Pasal 9 ayat 3

huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan ---------------

peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----------

Anggaran Dasar ini. ----------------------------------------------------------------------------------------------

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM ------------------

---------------------------------PEMEGANG SAHAM----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Pasal 10 --------------------------------------------------------------------------

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan --------

atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan --------

usaha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan -----------------------------

pemanggilan terlebih dahulu kepada para ----------------------

pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau

dengan iklan dalam surat kabar. ---------------------------------------------------

3. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat ----------------------

tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 ----

(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS. ------------------

4. RUPS dipimpan oleh Direktur Utama. ----------------------------------------

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan

karena sebab apapun hal mana tidak perlu ------------------

dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin

oleh seorang Direktur. -----------------------------------------------------------------------------------

6. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan ------------------

karena sebab apapun hal mana tidak perlu ------------------

dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin

oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. --------

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir

atau berhalangan karena sebab apapun hal mana

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --------

maka RUPS dipimpin oleh seorang yang hadir -----------

dalam RUPS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. RUPS dapat juga dilakukan melalui media ----------------------

telekonferensi, video konferensi atau sarana ----

media elektronik lainnya yang memungkinkan -----------

semua peserta RUPS saling melihat dan -----------------------------

mendengar secara langsung serta berpartisipasi

dalam rapat.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN --------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Pasal 11 --------------------------------------------------------------------------

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri ----

oleh pemegang saham yang mewakili lebih -----------

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah -----------

yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali -------

apabila ditentukan lain dalam Anggaran --------------

Dasar ini dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ------------------

dalam ayat 1 huruf (a) tidak tercapai ------------------

dalam waktu 30 (tiga puluh) menit dari --------------

waktu yang ditetapkan untuk ------------------------------------------------------

penyelenggaraan RUPS, maka rapat akan ------------------

ditunda sampai tanggal yang jatuh sepuluh ----

(10) hari sesudah itu pada waktu dan di -----------

tempat yang sama. Pada rapat yang ditunda ----

tersebut, paling sedikit 1/2 (satu per --------------

dua) dari semua saham ditempatkan dan ------------------

disetor penuh yang hadir atau diwakili --------------

secara sah akan membentuk suatu kuorum. -----------

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang --------

saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa --------

untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan --------

kepadanya pada waktu rapat diadakan. --------------------------------

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada

pemiliknya untuk mengeluarkan satu (1) suara.
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5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan

dengan surat tertutup yang tidak -----------------------------------------------

ditandatangani dan mengenai hal lain secara --------

lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan

lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham ----

yang hadir dalam rapat. --------------------------------------------------------------------------------

6. Suara blanko atau suara yang tidak sah -------------------------

dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam --------

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam

rapat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ----

keputusan diambil dengan pemungutan suara ---------------

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu

per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan --------

dengan sah dalam rapat, kecuali apabila ----------------------

ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan ----

peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----------

8. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, para pemegang saham dapat juga ----------------------

membuat keputusan-keputusan yang sah dan ------------------

mengikat tanpa mengadakan suatu RUPS, dengan ----

ketentuan bahwa usulan terkait telah --------------------------------

diberitahukan secara tertulis kepada semua -----------

pemegang saham dan semua pemegang saham ----------------------

tersebut telah menyetujui usulan terkait ------------------

dengan memberikan persetujuan tertulis yang --------

sudah ditandatangani. Keputusan tersebut ------------------
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dianggap mempunyai efek hukum yang sama dengan

keputusan yang dibuat pada suatu rapat umum.--------

---------------------------------------------------------------------------DIREKSI ----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Pasal 12 --------------------------------------------------------------------------

1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan Anggaran Dasar ini, Perseroan ---------------

diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang --------

terdiri dari 5 (lima) orang Direktur yakni.-----------

i. Direktur Utama (Chief Executive ----------------------------

Officer)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ii. Wakil Direktur Utama; ----------------------------------------------------------------

iii. Direktur Keuangan; dan ------------------------------------------------------------

iv. 2 (dua) Direktur. ------------------------------------------------------------------------------

2. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini

para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak ----

mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan ------------------

sewaktu-waktu, dengan ketentuan bahwa:-----------------------------

a. KB KOOKMIN CARD CORP. memiliki hak untuk -------

menominasikan individu-individu untuk -----------------

posisi-posisi sebagai berikut: -------------------------------------------

(i) Direktur Utama (Chief Executive ----------------

Officer);----------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) Wakil Direktur Utama; ----------------------------------------------------

(iii) Direktur Keuangan; ----------------------------------------------------------------

(iv) 1 Direktur.--------------------------------------------------------------------------------------------

(masing-masing, “Direktur Pemegang Saham -------

Mayoritas”); dan ---------------------------------------------------------------------------------------------
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b. PT FINANSIA PACIFICA RAYA memiliki hak --------------

untuk menominasikan individu untuk posisi ---

Direktur (“Direktur PT FINANSIA PACIFICA -------

RAYA”). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, suatu pemegang saham dapat menunjuk ----

dan memberhentikan Direktur yang -----------------------------------------------

dinominasikanya dengan memberikan --------------------------------------------

pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan --------

pemegang saham lainnya dan dalam hal --------------------------------

pemberhentian Direktur, pemberitahuan kepada ----

Direktur yang akan diberhentikan tersebut. -----------

Pengangkatan atau pemberhentian akan berlaku ----

sejak tanggal RUPS untuk pemberhentian -------------------------

Direktur  tersebut atau tanggal lain --------------------------------

sebagaimana ditetapkan dalam RUPS. Pemegang --------

saham yang memberhentikan Direktur yang ----------------------

dinominasikannya harus membebaskan dan tetap ----

membebaskan Perseroan dari segala gugatan ---------------

sehubungan dengan pemberhentian Direktur ------------------

tersebut.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau --------

penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris

atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota ------------------

Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 -----------

(tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, ---------------

harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi ---------------
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lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ----

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2. --------

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan

anggota Direksi lowong, maka dalam jangka ---------------

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya --------

lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS ----

untuk mengangkat Direksi baru, dengan -----------------------------

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud ----

dalam Pasal 12 ayat 2, dan untuk sementara -----------

Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. -------------------------

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan --------

diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya ----

berakhir dengan memberitahukan secara tertulis

mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan ----

sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ------------------

tanggal pengunduran dirinya. -------------------------------------------------------------

Terhadap anggota Direksi tersebut tetap ----------------------

diminta pertanggung jawabannya sejak --------------------------------

pengangkatannya sampai dengan tanggal -----------------------------

efektifnya pengunduran dirinya dalam RUPS.---------------

8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --------

memutuskan permohonan pengunduran diri anggota

Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 di ----

atas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari --------

setelah diterimanya pengunduran diri dimaksud.

9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----------------------------

informasi kepada masyarakat dan menyampaikan ----

kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja --------

setelah: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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a. Diterimanya permohonan pengunduran diri -----------

Direksi;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Hasil penyelenggaraan RUPS yang menyetujui

pengunduran diri. ------------------------------------------------------------------------------------------

10.Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara

oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan ----------------------

alasannya dan wajib diberitahukan secara ------------------

tertulis kepada anggota Direksi yang --------------------------------

bersangkutan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Sehubungan dengan pemberhentian sementara, --------

Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS, ----

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah

tanggal pemberhentian sementara, untuk -------------------------

mencabut atau menguatkan keputusan ----------------------------------------

pemberhentian sementara tersebut. --------------------------------------------

12. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan

RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11 di atas

atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, -----------

maka pemberhentian sementara menjadi batal. --------

13. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat --------

11, anggota Direksi yang bersangkutan diberi ----

kesempatan untuk membela diri. ------------------------------------------------------

14. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk ---------------

sementara tidak berwenang: --------------------------------------------------------------------

a. Menjalankan kepengurusan Perseroan untuk -------

kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud

dan tujuan Perseroan; ----------------------------------------------------------------------------

b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar

pengadilan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud --------

dalam ayat 14 di atas berlaku sejak keputusan

pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris ----

sampai dengan: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan -----------

atau membatalkan pemberhentian sementara; ----

b. lampaunya jangka waktu sebagaimana ----------------------------

dimaksud pada ayat 11 di atas. -------------------------------------------

16. Perseroan wajib melakukan keterbukaan --------------------------

informasi kepada masyarakat dan menyampaikan ----

kepada OJK mengenai: ------------------------------------------------------------------------------------------

a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai ----------------------------

pemberhentian sementara; dan --------------------------------------------------

b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana --------------

dimaksud dalam ayat 11 di atas atau -------------------------

informasi mengenai batalnya pemberhentian ----

sementara oleh Dewan Komisaris karena ------------------

tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan ----

lampaunya jangka waktu sebagaimana ----------------------------

dimaksud. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Dalam hal seorang Direktur mengetahui adanya

suatu benturan kepentingan sehubungan dengan ----

suatu hal yang sedang dipertimbangkan oleh -----------

Direksi, maka Direktur tersebut harus -----------------------------

mengungkapkan benturan kepentingan tersebut --------

kepada Direksi sebelum tiap pengambilan suara

atau pembahasan mengenai hal tersebut, dan -----------

apabila benturan kepentingan tersebut adalah ----

bersifat pribadi, Direktur tersebut harus -
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mengundurkan diri. Dalam hal pengunduran diri

tersebut, untuk tujuan-tujuan menentukan ------------------

jumlah Direktur yang berwenang dan apakah ---------------

suatu kuorum terpenuhi sehubungan dengan hal ----

yang disampaikan kepada Direksi untuk -----------------------------

pengambilan suara, Direktur tersebut tidak -----------

dianggap sebagai Direktur yang berwenang.------------------

18.Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, jabatan anggota Direksi berakhir ---------------

apabila:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----

Pasal 12 ayat 7;-------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan ----------------------------------------

perundang-undangan yang berlaku;----------------------------------------

c. Meninggal dunia; ---------------------------------------------------------------------------------------------

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ----

-----------------------------------------TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Pasal 13 --------------------------------------------------------------------------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan

di luar Pengadilan tentang segala hal dan ---------------

dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ---------------

dengan pihak lain dengan Perseroan, serta ---------------

menjalankan segala tindakan, baik yang -------------------------

mengenai kepengurusan maupun kepemilikan aset-

aset Perseroan dengan tunduk pada pembatasan-----

pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ----------------------

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

Anggaran Dasar ini. ----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Direksi wajib memperoleh persetujuan terlebih----
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 dahulu dari:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Dewan Komisaris yang keputusannya diambil ----

dengan pemungutan suara berdasarkan -------------------------

ketentuan Pasal 17 termasuk persetujuan -----------

Komisaris yang dinominasikan oleh PT ---------------------

FINANSIA PACIFICA RAYA, untuk melakukan -----------

hal-hal berikut ini:-----------------------------------------------------------------------------------

(i) Penandatanganan dan perubahan atas ------

ketentuan dari, seluruh perjanjian, --

kontrak, kesepakatan atau transaksi --

di mana seorang Direktur, Komisaris --

atau pemegang saham atau suatu --------------------

afiliasi dari mereka mempunyai suatu

kepentingan keuangan atau manfaat ---------

langsung atau tidak langsung;----------------------------

(ii) persetujuan atau pembuatan ------------------------------

penyesuaian-penyesuaian atau ----------------------------

perubahan-perubahan pada ketentuan ------

dari transaksi-transaksi yang ------------------------

melibatkan kepentingan-kepentingan ------

dari tiap Direktur, Komisaris atau ------

pemegang saham;------------------------------------------------------------------------------

(iii) pembuatan kontrak di luar kegiatan -

usaha sehari-hari Perseroan;-------------------------------

(iv) pemberian jaminan atau ganti rugi di

luar dari kegiatan usaha sehari-hari

Perseroan dan konsisten dengan --------------------

praktik/kebiasaan masa lalu;-------------------------------

(v) menjual, mentransfer, mengalihkan, ------
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melisensikan, membebankan, -----------------------------------

menciptakan suatu pembebanan pada ---------

atau secara lain melepas atau hal----------

hal yang berkaitan dengan merek ----------------

dagang, paten, hak cipta, nama --------------------

domain atau kekayaan intelektual -------------

lain milik Perseroan;--------------------------------------------------------

(vi) melakukan peminjaman atau utang atau

kewajiban lain yang bersifat ----------------------------

peminjaman (termasuk, tanpa batasan,

kewajiban-kewajiban menurut tiap -------------

debenture, obligasi, surat utang, ---------

efek pinjaman atau sekuritas lain ---------

dari suatu Grup Perusahaan dan --------------------

kewajiban-kewajiban berdasarkan ----------------

sewa-menyewa pembiayaan) di atas Rp.

500 miliar per transaksi; dan----------------------------

(vii) pemberian beban atau jaminan atau-------------

pembebanan pada atau atas aset --------------------

Perseroan (termasuk tetapi tidak -------------

terbatas pada hak-hak kekayaan --------------------

intelektual Perseroan) atau jaminan---

jaminan di luar dari kegiatan usaha --

sehari-hari Perseroan dan sesuai -------------

dengan praktik/kebiasaan masa lalu.------

b. RUPS yang keputusannya diambil dengan ------------------

pemungutan suara berdasarkan ketentuan --------------

Pasal 11 termasuk persetujuan PT FINANSIA ----

PACIFICA RAYA, untuk melakukan hal-hal -
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berikut ini:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(i) menambah atau mengurangi jumlah ------------

modal ditempatkan dan disetor ------------------------

Perseroan, memberikan tiap opsi atau

kepentingan lain (dalam bentuk --------------------

waran, sekuritas yang dapat -------------------------------

dikonversi atau dalam bentuk lain) ------

atas atau dalam modal sahamnya, ----------------

menebus atau membeli sebagian dari ------

saham-saham Perseroan sendiri atau ------

melakukan reorganisasi lain atas -------------

modal sahamnya; --------------------------------------------------------------------------

(ii) membuat tiap keputusan untuk -----------------------

pembubaran Perseroan atau --------------------------------------

menyampaikan tiap permohonan ----------------------------

administrasi terkait dengan -------------------------------

pembubaran Perseroan selain -------------------------------

berdasarkan dengan perjanjian yang ------

telah disepakati oleh para pemegang --

saham, kecuali jika Perseroan telah --

menjadi insolven;-----------------------------------------------------------------------

(iii) mengubah dalam tiap aspek dalam -------------

Anggaran Dasar atau hak-hak yang -------------

melekat pada saham apa pun dalam -------------

Perseroan; --------------------------------------------------------------------------------------------

(iv) secara substantial berhenti -------------------------------

menjalankan kegiatan usaha Perseroan

yang dilakukan dengan cara yang ----------------

biasa dilakukan oleh Perseroan saat -
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tanggal efektif Akta ini, atau --------------------

mengubah sifat kegiatan usaha ------------------------

Perseroan;------------------------------------------------------------------------------------------------

(v) melakukan tindakan akuisisi atau -------------

pelepasan oleh Perseroan atas aset ------

dengan nilai lebih dari 25% dari -------------

total modal saham ditempatkan ------------------------

Perseroan dari waktu ke waktu; dan---------

(vi) menandatangani suatu perjanjian atau

pengaturan dengan tiap pemegang ----------------

saham atau tiap anggota Grup dari ---------

suatu pemegang saham (yang dilakukan

berdasarkan ketentuan yang wajar).---------

dengan ketentuan bahwa, hal-hal yang ---------------------

dinyatakan dalam Pasal 13 ayat 2 huruf (b)

butir (v) dan (vi) tidak akan menjadi ------------------

tindakan yang memerlukan persetujuan RUPS ----

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2

huruf (b) setelah ulang tahun kelima ---------------------

terhitung sejak tanggal 3 (tiga) Juli 2020

(dua ribu dua puluh) dan berdasarkan ---------------------

ketentuan yang merepresentasikan nilai --------------

wajar dari pokok transaksi yang dimaksud -------

serta sesuai dengan ketentuan yang ----------------------------

bersifat wajar.----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula ----

mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil --------

atau kuasanya dengan memberikan kepadanya ---------------

kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. ------------------
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4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota --------

Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang ---------------

tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada --------

Dewan Komisaris. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----------

Perseroan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir -----------

atau berhalangan karena sebab apapun juga, -----------

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ------------------

ketiga, maka salah seorang anggota Direksi -----------

lainnya berhak untuk bertindak untuk atas nama

Direksi serta mewakili Perseroan.-----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------RAPAT DIREKSI ----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Pasal 14 --------------------------------------------------------------------------

1. Rapat Direksi wajib diselenggarakan paling -----------

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan -----------

kalender dan dapat diadakan kapanpun bilamana

dipandang perlu oleh seluruh anggota Direksi.----

2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama

Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1

(satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ----------------------------------------

3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi

wajib diungkapkan dalam laporan tahunan ----------------------

Perseroan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana ----

dimaksud dalam ayat 1 dan 2 untuk tahun ----------------------

berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----------

5. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
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Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ----

ketentuan Pasal 13.-------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan ---------------

dengan surat tercatat atau dengan surat yang ----

disampaikan langsung kepada setiap anggota -----------

Direksi, dengan mendapat tanda terima paling ----

lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat ---------------

diadakan. Jangka waktu pemberitahuan yang ---------------

lebih singkat mengenai suatu Rapat Direksi -----------

dapat diberikan jika semua Direktur sepakat --------

secara tertulis. Selanjutnya, pemberitahuan --------

dan agenda Rapat Direksi serta salinan-salinan

dari semua dokumen yang akan dibicarakan dalam

rapat harus dikirim kepada para pemegang saham

paling lambat lima (5) hari kerja sebelum ---------------

tanggal Rapat Direksi tersebut dan ----------------------------------------

pemberitahuan mengenai tiap penundaan Rapat --------

Direksi harus dikirim kepada para pemegang -----------

saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja ----------------------

sebelum Rapat Direksi tersebut. Dalam hal ---------------

terdapat rapat yang diselenggarakan di luar --------

jadwal yang telah disusun, bahan rapat -------------------------

disampaikan kepada peserta rapat paling lambat

sebelum rapat diselenggarakan. ------------------------------------------------------

7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan -------------------------

sekurang-kurangnya: ----------------------------------------------------------------------------------------------

a. keterangan mengenai tanggal, waktu dan --------------

tempat rapat;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. agenda yang menyatakan dalam rincian yang-------
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wajar hal-hal yang akan dibicarakan pada -------

rapat; dan-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. salinan-salinan dari kertas-kertas yang--------------

 akan dibicarakan pada rapat. -----------------------------------------------

8. Hal-hal yang tidak terdapat pada agenda yang----

diberitahukan, atau urusan yang akan dilakukan

dalam kaitan dengan hal-hal tersebut, tidak --------

dapat dibicarakan pada suatu Rapat Direksi -----------

kecuali jika semua Direktur yang hadir pada --------

rapat setuju secara tertulis.-------------------------------------------------------------

9. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan --------

Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan

atau tempat lain yang ditentukan oleh Direksi

berdasarkan Anggaran Dasar ini. ---------------------------------------------------

10. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur -----------------------------

Utama, tetapi ia tidak memiliki suara yang -----------

menentukan. Dalam hal Direktur Utama tidak -----------

dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak --------

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -----------

Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang ------------------

Direktur Pemegang Saham Mayoritas yang dipilih

oleh KB KOOKMIN CARD CORP. --------------------------------------------------------------------

11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili ----------------------

dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi

lainnya berdasarkan surat kuasa.---------------------------------------------------

12. Rapat Direksi (termasuk Rapat Direksi yang --------

ditunda) adalah sah dan berhak mengambil ------------------

keputusan yang mengikat apabila 2 (dua) orang

Direktur Pemegang Saham Mayoritas yang -
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memiliki hak dan 1 (satu) orang Direktur PT --------

FINANSIA PACIFICA RAYA yang memiliki hak hadir

atau diwakili dalam rapat. --------------------------------------------------------------------

13. Jika kuorum untuk Rapat Direksi tidak --------------------------

tercapai sampai dengan 30 (tiga puluh) menit ----

setelah waktu yang ditentukan, maka Rapat ---------------

Direksi akan ditunda untuk 5 (lima) hari kerja

terhitung sejak rapat pertama di tempat dan --------

waktu yang sama, atau di waktu dan tanggal -----------

lain yang telah disepakati oleh semua Direktur

yang hadir pada rapat dan dikomunikasikan ---------------

kepada semua anggota Direksi (termasuk yang --------

tidak hadir pada rapat). Rapat Direksi tidak ----

diperkenankan untuk ditunda untuk lebih dari ----

satu kali.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -------------------------

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam --------

hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----------

mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil

dengan pemungutan suara berdasarkan suara ---------------

setuju dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara

yang sah yang dikeluarkan dalam rapat kecuali

jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

15. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1

(satu) suara untuk setiap anggota Direksi ----

lain yang diwakilinya.----------------------------------------------------------------------------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang ---------------------

dilakukan dengan surat suara tertutup -



44

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -------

suara mengenai hal-hal lain dilakukan ------------------

secara lisan kecuali ketua rapat ------------------------------------

menentukan lain tanpa ada keberatan dari -------

yang hadir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ------------------

dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ----

dianggap tidak ada serta tidak dihitung -----------

dalam menentukan jumlah suara yang ----------------------------

dikeluarkan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan ----------------------

yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, ------------------

dengan ketentuan semua anggota Direksi telah ----

diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----

Direksi memberikan persetujuan mengenai usul ----

yang diajukan secara tertulis serta ------------------------------------

menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan

yang diambil dengan cara demikian mempunyai --------

kekuatan yang sama dengan keputusan yang ------------------

diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-------------------------

17. Setiap Rapat Direksi akan diselenggarakan -----------

secara rapat tatap muka/fisik atau lewat ------------------

konferensi video, telepon, telekonferensi atau

peralatan komunikasi serupa atau bentuk lain ----

dari komunikasi seketika audio atau audio ---------------

visual yang lewat mana semua orang yang ikut ----

serta dalam rapat dapat mendengar dan didengar

oleh semua peserta lain.--------------------------------------------------------------------------------
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18. Perseroan harus membuat dan menyampaikan, ------------

sesegera mungkin sesudah tiap Rapat Direksi, ----

dan dalam hal apapun dalam waktu 7 (tujuh) -----------

hari kalender sesudah rapat tersebut, berita ----

acara Rapat Direksi kepada masing-masing ------------------

Direktur dan masing-masing pemegang saham yang

harus dibuat dalam bahasa Inggris.--------------------------------------------

------------------------------------------------------------DEWAN KOMISARIS -------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Pasal 15 --------------------------------------------------------------------------

1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan Anggaran Dasar ini, Dewan -----------------------------

Komisaris terdiri dari:-----------------------------------------------------------------------------------

a. Setidak-tidaknya 2 (dua) Komisaris dan --------------

apabila pemegang saham menyetujui, maka -----------

Dewan Komisaris dapat berjumlah sampai --------------

dengan 5 (lima) Komisaris, dimana setidak-----

tidaknya terdapat 1 (satu) Komisaris ---------------------

Independen dengan tetap memperhatikan ------------------

Pasal 15 ayat 1 huruf (d) dibawah ini; dan----

b. Dalam hal Dewan Komisaris berjumlah -------------------------

3 (tiga) Komisaris atau lebih, maka satu -------

(1) Komisaris dinominasikan oleh PT -------------------------

FINANSIA PACIFICA RAYA (“Komisaris FPR”) -------

dan setidak-tidaknya 2 (dua) atau paling -------

banyak 4 (empat) Komisaris di nominasikan ----

oleh KB KOOKMIN CARD CORP. (“Komisaris --------------

Pemegang Saham Mayoritas”). Selanjutnya, -------

dalam hal anggota Dewan Komisaris -
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berjumlah 2 (dua) orang Komisaris, maka -----------

keduanya merupakan Komisaris Pemegang ------------------

Saham Mayoritas.-------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Komisaris Utama harus merupakan seorang -----------

Komisaris Pemegang Saham Mayoritas.----------------------------

d. Jumlah Komisaris Independen wajib paling -------

kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah

seluruh anggota Dewan Komisaris.----------------------------------------

2. Komisaris Independen adalah Komisaris yang: --------

a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan -------

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ----

anggota Dewan Pengawas Syariah atau -------------------------

pemegang saham Perseroan, dalam Perseroan;----

b. tidak pernah menjadi anggota Direksi, -----------------

anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan --------------

Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 ----

(satu) tingkat di bawah Direksi dalam ------------------

Perseroan;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. tidak pernah menjadi anggota Direksi, -----------------

anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan --------------

Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 ----

(satu) tingkat di bawah Direksi dalam ------------------

perusahaan lain yang memiliki hubungan --------------

afiliasi dengan Perseroan dalam kurun ------------------

waktu 2 (dua) tahun terakhir;--------------------------------------------------

d. memahami peraturan perundang-undangan di -------

bidang pembiayaan dan peraturan perundang-----

undangan lain yang relevan;---------------------------------------------------------

e. memiliki pengetahuan yang baik mengenai -----------
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kondisi keuangan Perseroan;---------------------------------------------------------

f. memiliki kewarganegaraan Indonesia; -------------------------

g. tidak memiliki saham pada Perseroan baik -------

secara langsung maupun tidak langsung; --------------

h. tidak mempunyai hubungan usaha baik----------------------------

langsung maupun tidak langsung yang -------------------------

berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;

dan------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i. berdomisili di Indonesia,----------------------------------------------------------------

dimana untuk tujuan-tujuan Pasal 15 ayat (2) ----

huruf (a), definisi dan kriteria untuk istilah

‘afiliasi’ adalah sesuai dengan Pasal 24 ------------------

Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 ----

November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan ----

yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, -----------------------------

sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.-------------------------

3. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan Anggaran Dasar ini, para anggota ----

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk ------------------

jangka 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi

hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.--------

4. Komisaris Independen yang telah menjabat ------------------

selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat ---------------

diangkat kembali pada periode selanjutnya ---------------

sepanjang Komisaris Independen tersebut ----------------------

menyatakan dirinya tetap independen kepada -----------

RUPS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Pernyataan independensi sebagaimana dimaksud ----

dalam ayat 4 di atas wajib diungkapkan dalam -
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laporan tahunan Perseroan. --------------------------------------------------------------------

6. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada ----

Komite Audit, Komisaris Independen yang ----------------------

bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada

Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa ------------------

jabatan Komite Audit berikutnya. -----------------------------------------------

7. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan Anggaran Dasar ini, suatu pemegang

saham dapat menunjuk dan memberhentikan ----------------------

Komisaris yang dinominasikanya dengan -----------------------------

memberikan pemberitahuan tertulis kepada ------------------

Perseroan dan pemegang saham lainnya dan dalam

hal pemberhentian Komisaris, pemberitahuan -----------

kepada Komisaris yang akan diberhentikan ------------------

tersebut. Pengangkatan atau pemberhentian akan

berlaku sejak tanggal tanggal RUPS untuk ------------------

pemberhentian Komisaris atau tanggal --------------------------------

sebagaimana ditetapkan dalam RUPS. Pemegang --------

saham yang memberhentikan Komisaris yang ------------------

dinominasikannya harus membebaskan dan tetap ----

membebaskan Perseroan dari segala gugatan ---------------

sehubungan dengan pemberhentian Komisaris ---------------

tersebut.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau-----------

penggantian anggota Dewan Komisaris kepada -----------

RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari ---------------

Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan ----

fungsi nominasi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan
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Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 ----

(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan,

harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi ------------------

lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan --------

Pasal 15 ayat (1) ini.---------------------------------------------------------------------------------------

10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ----------------------

mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa

jabatannya berakhir dengan memberitahukan ---------------

secara tertulis mengenai maksud tersebut ------------------

kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) ----

sebelum tanggal pengunduran dirinya.------------------------------------

Terhadap anggota Dewan Komisaris tersebut ---------------

tetap diminta pertanggung jawabannya sejak -----------

pengangkatannya sampai dengan tanggal -----------------------------

efektifnya pengunduran dirinya dalam RUPS. -----------

11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----

memutuskan permohonan pengunduran diri anggota

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam -----------

ayat 10 di atas paling lambat 90 (sembilan -----------

puluh) hari setelah diterimanya pengunduran --------

diri dimaksud.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan --------------------------

informasi kepada masyarakat dan menyampaikan ----

kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja --------

setelah:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Diterimanya permohonan pengunduran diri -----------

Dewan Komisaris;-------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Hasil penyelenggaraan RUPS yang menyetujui



50

pengunduran diri.---------------------------------------------------------------------------------------------

13. Dalam hal seorang Komisaris mengetahui ----------------------

adanya suatu benturan kepentingan sehubungan ----

dengan suatu hal yang sedang dipertimbangkan ----

oleh Dewan Komisaris, Komisaris tersebut harus

mengungkapkan benturan kepentingan tersebut --------

kepada Dewan Komisaris sebelum pemungutan ---------------

suara atau pembahasan mengenai hal tersebut, ----

dan apabila benturan kepentingan tersebut ---------------

bersifat pribadi, Komisaris tersebut harus -----------

mengundurkan diri. Dalam hal pengunduran diri

tersebut, untuk tujuan-tujuan menentukan ------------------

jumlah Komisaris yang berwenang dan apakah -----------

kuorum terpenuhi sehubungan dengan tiap hal --------

yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk

dilakukan pemungutan suara, Komisaris tersebut

tidak dianggap sebagai Komisaris yang -----------------------------

berwenang.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Tunduk pada peraturan perundang-undangan ---------------

yang berlaku dan Anggaran Dasar ini, jabatan ----

anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:------------------

a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----

Pasal 15 ayat 10;---------------------------------------------------------------------------------------------

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----

undangan yang berlaku;----------------------------------------------------------------------------

c. Meninggal dunia;-------------------------------------------------------------------------------------------------

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-------
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--------------------------TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ---------------------------

--------------------------------------------------------------------------Pasal 16 --------------------------------------------------------------------------

1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan Anggaran Dasar ini, Dewan -----------------------------

Komisaris memiliki tugas dan wewenang untuk --------

mengawasi dan meninjau pengelolaan Perseroan ----

dan memberikan saran kepada Direksi menurut --------

keputusan-keputusan Dewan Komisaris. --------------------------------

Selanjutnya, Dewan Komisaris baik bersama-sama

maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam

kerja kantor Perseroan berhak memasuki -------------------------

bangunan dan halaman atau tempat lain yang -----------

dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan

dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, ----

catatan dan alat bukti lainnya, memeriksa dan

mencocokkan keadaan uang kas Perseroan dan -----------

lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala

tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.--------

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk

memberikan penjelasan tentang segala hal yang

ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----------------------------------------------

3. Dewan Komisaris berhak untuk menangguhkan ---------------

sementara anggota Direksi, apabila anggota -----------

Direksi tersebut bertindak berlawanan dengan ----

kepentingan-kepentingan terbaik Perseroan atau

secara lain berlawanan dengan Anggaran Dasar ----

atau peraturan perundang-undangan yang -------------------------

berlaku. Apabila seluruh anggota Direksi -
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diberhentikan sementara dan Perseroan tidak --------

mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka --------

untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan -----------

untuk mengurus Perseroan. ------------------------------------------------------------------------

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak ---------------

untuk memberikan kekuasaan sementara kepada --------

seorang atau lebih di antara mereka atas ------------------

tanggungan mereka bersama.------------------------------------------------------------------------

4. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka --------

segala tugas dan wewenang yang diberikan ------------------

kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan ---------------

Komisaris, dalam Anggaran Dasar ini, berlaku ----

pula baginya. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Dewan Komisaris harus, melalui suara mayoritas

sederhana dari Dewan Komisaris, membentuk dan

memelihara keberadaan pada setiap saat, suatu

komite audit sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Tanggung ---------------

jawab komite audit mencakup membantu Dewan -----------

Komisaris dalam:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. memantau dan memastikan efektifitas sistem

kendali internal; dan-------------------------------------------------------------------------------

b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan -----------------

tugas-tugas auditor internal dan ------------------------------------

eksternal, guna menilai kecukupan kendali-----

kendali internal termasuk proses pelaporan

keuangan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------RAPAT DEWAN KOMISARIS --------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Pasal 17 --------------------------------------------------------------------------

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan --------

paling sedikit sekali dalam setiap 2 (dua) -----------

bulan kalender dan dapat diadakan kapanpun -----------

bilamana dianggap perlu oleh seorang atau ---------------

lebih anggota Dewan Komisaris atau atas ----------------------

permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau ----

lebih.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama

Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu)

kali dalam 4 (empat) bulan. -----------------------------------------------------------------

3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 --------

wajib diungkapkan dalam laporan tahunan ----------------------

Perseroan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat ------------------

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 ----

untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya -----------

tahun buku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh

Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris.----

6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan --------

kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara ----

langsung, maupun dengan surat tercatat dengan

mendapat tanda terima yang layak, sekurangnya

7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat diadakan. ----

Jangka waktu yang lebih singkat mengenai suatu

Rapat Dewan Komisaris dapat diberikan jika -



54

paling sedikit seorang Komisaris Pemegang ---------------

Saham Mayoritas dan Komisaris PT FINANSIA ---------------

PACIFICA RAYA setuju secara tertulis. -----------------------------

Selanjutnya, pemberitahuan dan agenda Rapat --------

Dewan Komisaris atau rapat-rapat dari suatu --------

komite Dewan Komisaris serta salinan-salinan ----

dari semua dokumen harus dikirim kepada para ----

pemegang saham sekurangnya 5 (lima) hari kerja

sebelum Rapat Dewan Komisaris atau rapat suatu

komite Dewan Komisaris dan pemberitahuan ------------------

mengenai tiap rapat yang ditunda harus dikirim

kepada para pemegang saham paling lambat 3 -----------

(tiga) hari kerja sebelum rapat tersebut. ---------------

Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan

di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat

disampaikan kepada peserta rapat paling lambat

sebelum rapat diselenggarakan.----------------------------------------------------------

7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan -------------------------

sekurang-kurangnya:-------------------------------------------------------------------------------------------------

a. keterangan mengenai tanggal, waktu dan --------------

tempat rapat;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. agenda yang menyatakan dengan perincian -----------

yang wajar hal-hal yang akan dibicarakan -------

pada rapat tersebut atau rapat komite; dan----

c. salinan-salinan dari kertas-kertas yang -----------

akan dibahas pada rapat tersebut atau ------------------

rapat komite.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Hal-hal yang tidak terdapat pada agenda yang ----

diberitahukan, atau urusan yang akan dilakukan
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dalam kaitan dengan hal-hal tersebut, tidak --------

dapat dibicarakan pada suatu Rapat Dewan ------------------

Komisaris kecuali jika semua Komisaris yang --------

hadir pada rapat setuju secara tertulis.----------------------

9. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di ----------------------

Jakarta, Indonesia, dalam tiap kasus, baik -----------

secara langsung ataupun lewat konferensi ------------------

video, telepon, telekonferensi atau peralatan

komunikasi serupa atau bentuk lain dari ----------------------

komunikasi audio atau audio visual seketika --------

yang lewat mana semua orang yang ikut serta --------

dalam rapat tersebut dapat mendengar dan ------------------

didengar oleh semua peserta lain. --------------------------------------------

10. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris

Utama, tetapi ia tidak memiliki suara yang -----------

menentukan dalam rapat. Dalam hal Komisaris --------

Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal ----

mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ------------------

ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan ----------------------

dipimpin oleh seorang Komisaris Pemegang Saham

Mayoritas yang dipilih oleh KB KOOKMIN CARD --------

CORP.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -------------------------

diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya -----------

oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya ----

berdasarkan surat kuasa. ----------------------------------------------------------------------------

12. Dengan tunduk pada Anggaran Dasar ini, ----------------------

Rapat Dewan Komisaris (termasuk Rapat Dewan --------

Komisaris yang ditunda) adalah sah dan berhak
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mengambil keputusan yang mengikat apabila dari

1 (satu) orang Komisaris Pemegang Saham ----------------------

Mayoritas yang memiliki hak dan 1 (satu) orang

Komisaris PT FINANSIA PACIFICA RAYA yang ------------------

memiliki hak, hadir atau diwakili dalam rapat.

13. Jika kuorum untuk Rapat Dewan Komisaris tidak

tercapai sampai dengan 30 (tiga puluh) menit ----

setelah waktu yang ditentukan, maka Rapat ---------------

Dewan Komisaris akan ditunda untuk 5 (lima) --------

hari kerja terhitung sejak rapat pertama di --------

tempat dan waktu yang sama, atau di waktu dan

tanggal lain atas permintaan dari semua ----------------------

Komisaris yang hadir pada rapat dan ------------------------------------

dikomunikasikan kepada semua Komisaris -------------------------

(termasuk mereka yang tidak hadir pada rapat).

Rapat Dewan Komisaris tidak diperkenankan ---------------

untuk ditunda untuk lebih dari satu kali.------------------

14. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam --------

hak keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----------

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil

dengan pemungutan suara berdasarkan suara ---------------

setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ---------------

jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat ---------------

kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran --------

Dasar ini dan peraturan perundang-undangan -----------

yang berlaku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang ----------------------

hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -------
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dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -------

anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya. ----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang ---------------------

dilakukan dengan surat suara tertutup ------------------

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -------

suara mengenai hal hal lain dilakukan ------------------

dengan lisan kecuali ketua rapat ------------------------------------

menentukan lain tanpa ada keberatan dari -------

yang hadir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----------------

dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ----

dianggap tidak ada serta tidak dihitung -----------

dalam menentukan jumlah suara yang ----------------------------

dikeluarkan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----------------------------

keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ---------------

Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua ----------------------

anggota Dewan Komisaris telah diberitahu ------------------

secara tertulis dan semua anggota Dewan ----------------------

Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul

yang diajukan secara tertulis serta ------------------------------------

menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan

yang diambil dengan cara demikian, mempunyai ----

kekuatan yang sama dengan keputusan yang ------------------

diambil dengan sah dalam rapat Dewan --------------------------------

Komisaris.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Perseroan harus membuat dan menyampaikan, -----------

sesegera mungkin sesudah tiap Rapat Dewan ---------------

Komisaris atau rapat suatu komite Dewan -
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Komisaris, dan dalam hal apapun dalam waktu 7

(tujuh) hari sesudah rapat tersebut, berita --------

acara Rapat Dewan Komisaris kepada masing----------------

masing Komisaris dan masing-masing Pemegang --------

Saham.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -------

--------------------------------------------------------------------------Pasal 18 --------------------------------------------------------------------------

1. Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan ----

paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum -----------

akhir dari tahun buku sebelumnya. Tunduk pada

Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang------------

undangan yang berlaku, rencana kerja tahunan ----

paling sedikit wajib mencakup hal-hal sebagai

berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. suatu pernyataan arus kas yang -------------------------------------------

menunjukkan:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(i) suatu estimasi kebutuhan modal --------------------

kerja; dan------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) suatu indikasi mengenai jumlah (jika

ada) yang dianggap aman untuk ------------------------

ditahan, untuk tujuan memenuhi --------------------

kebutuhan tersebut, dari laba tahun --

buku sebelumnya yang tersedia untuk --

dibagikan kepada para pemegang --------------------

saham;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. suatu laporan proyeksi laba-rugi bulanan;-------

c. suatu anggaran usaha (termasuk kebutuhan -------

belanja modal) dan prakiraan neraca;-------------------------
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d. suatu laporan pengelolaan yang memberikan ----

tujuan-tujuan kegiatan usaha untuk tahun -------

tersebut;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e. suatu laporan keuangan yang mencakup suatu

analisis hasil-hasil estimasi Perseroan -----------

untuk tahun buku sebelumnya dibandingkan -------

dengan rencana kegiatan usaha untuk tahun ----

tersebut, yang mengidentifikasi variasi------------

variasi dalam penjualan, pendapatan, biaya

dan item-item material lain; dan----------------------------------------

2. Direksi menyampaikan rencana kerja yang telah

disusun dan dipersiapkan sebagaimana Pasal 18

ayat 1 kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah ----

dan kemudian disampaikan kepada para pemegang

saham untuk mendapatkan persetujuan RUPS, ---------------

sebelum tahun buku dimulai.--------------------------------------------------------------------

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ----

(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga

puluh satu) Desember. Pada akhir bulan -------------------------

Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4. Perseroan wajib setiap saat menyimpan catatan-

catatan akuntansi, catatan keuangan lainnya, ----

serta laporan tahunan yang akurat dan lengkap

termasuk seluruh perhitungan pajak korporasi ----

dan dokumen-dokumen terkait serta --------------------------------------------

korespondensi dengan setiap Otoritas Pajak -----------

sesuai dengan persyaratan dan ketentuan -

peraturan perundang-undangan yang berlaku di ----
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kantor Perseroan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Perseroan akan memberikan akses, setiap saat ----

dan dengan sewajarnya, kepada para pemegang --------

saham untuk memeriksa buku-buku dan catatan---------

catatan Perseroan, termasuk:-----------------------------------------------------------------

(a) salinan rencana kerja tahunan -----------------------------------

Perseroan;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(b) salinan laporan-laporan audit Perseroan

yang dibuat sesuai dengan ketentuan -------------

peraturan perundang-undangan yang --------------------

berlaku serta standar, prinsip dan -----------------

praktik akuntansi yang diterima secara ---

umum di Indonesia, dalam waktu 3 (tiga)

bulan sejak akhir dari tahun yang mana ---

laporan-laporan audit tersebut --------------------------------

dikeluarkan;----------------------------------------------------------------------------------------------------

(c) laporan-laporan keuangan bulanan dan ----------

data terkait dari Perseroan yang akan ------

diberikan dalam waktu 5 (lima) hari -------------

kerja sejak akhir dari bulan yang --------------------

bersangkutan, dimana laporan-laporan ----------

tersebut mencakup laporan laba-rugi, ----------

neraca dan pernyataan arus kas serta ----------

informasi lain yang secara wajar dapat ---

diminta oleh para pemegang saham; dan----------

(d) dokumen-dokumen, informasi dan --------------------------------

korespondensi yang diperlukan oleh para

pemegang saham untuk memungkinkan -
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pemegang saham tersebut memenuhi ------------------------

persyaratan pengajuan, pemulihan, --------------------

pengembalian atau persyaratan lain dari

tiap otoritas pajak.-----------------------------------------------------------------------

---------------------PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN ---------------------

--------------------------------------------------------------------------Pasal 19 --------------------------------------------------------------------------

1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan Anggaran Dasar ini, setiap -------------------------

pembagiaan laba dan setiap pembagian lain yang

dilakukan oleh Perseroan kepada para pemegang

saham baik dalam bentuk dividen atau lainnya ----

harus dibagikan kepada para pemegang saham -----------

sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari -------------------------

Anggaran Dasar ini.-------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----

seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan

laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS ----------------------

tahunan dan merupakan saldo laba yang positif,

dibagi menurut cara penggunaannya yang -------------------------

ditentukan oleh rapat tersebut.------------------------------------------------------

3. Apabila perhitungan laba dan rugi pada suatu ----

tahun buku menunjukan kerugian yang tidak ---------------

dapat ditutup dengan dana cadangan, maka ------------------

kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan

dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun --------

buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak ---------------

medapat laba selama kerugian yang tercatat dan

dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu -
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belum sama sekali tertutup.--------------------------------------------------------------------

4. Seluruh laba bersih setelah dikurangi -----------------------------

penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur ----

dalam Anggaran Dasar ini serta peraturan ------------------

perundang-undangan yang berlaku, dapat -------------------------

dibagikan kepada pemegang saham sebagai ----------------------

dividen, kecuali ditentukan lain dalam -------------------------

Anggaran Dasar ini.-------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Seluruh pembayaran dividen akan dilakukan------------------

kepada para pemegang saham sesuai dengan ------------------

proporsi kepemilikan atas saham dari setiap --------

pemegang saham dalam modal yang telah disetor

dan ditempatkan dalam Perseroan. -----------------------------------------------

6. Dividen-dividen berdasarkan Pasal ini tidak --------

akan dibagikan kepada para pemegang saham ---------------

dalam hal:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. dividen-dividen yang akan dibagikan kepada

para pemegang saham diperkirakan akan ------------------

mengurangi rasio kecukupan modal ------------------------------------

Perseroan, yang dihitung menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sampai di

bawah 15,0% (lima belas persen) atau ---------------------

diperkirakan akan menyebabkan Perseroan -----------

melanggar rasio-rasio keuangan lain yang -------

diharuskan untuk disimpan menurut --------------------------------

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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b. Perseroan tidak mempunyai surplus yang -------------

cukup pada arus kas operasional ----------------------------------------

sebagaimana yang tercermin dalam laporan--------

laporan keuangannya.-----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------PENGGUNAAN DANA CADANGAN ---------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Pasal 20 --------------------------------------------------------------------------

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu --------

dari laba bersih setiap tahun buku untuk ------------------

cadangan apabila Perseroan mempunyai saldo -----------

laba yang positif. -------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud --------

pada Pasal 20 ayat 1 dilakukan sampai cadangan

mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen)

dari jumlah modal yang ditempatkan dan -------------------------

disetor. Cadangan sebagaimana dimaksud pada --------

Pasal 20 ayat 1 yang belum mencapai jumlah -----------

sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat 2 ---------------

hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian ----

yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.----

3. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan ---------------

jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana ----

dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 diputuskan oleh

RUPS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------PENUTUP ----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Pasal 21 --------------------------------------------------------------------------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur

dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam ----

RUPS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana -------------------

tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan

tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ---------------

untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri,

dengan hak substitusi untuk memohon persetujuan ----

tentang perubahan tersebut kepada pihak yang ---------------

berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------

Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-----

undangan yang berlaku dan untuk maksud itu ----------------------

menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat --------

dan menandatangani surat-surat permohonan, akta-----

akta dan surat-surat lain, untuk  keperluan -------------------

tersebut dengan ini menyatakan bahwa: ----------------------------------------

1.  Penghadap dengan ini menjamin seluruh --------------------------

tandatangan yang terdapat dalam Keputusan -----------

Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani

oleh pihak yang berwenang dan bertanggung -----------

jawab penuh terhadap keabsahan------------------------------------------------------

penandatanganan dokumen tersebut. ----------------------------------------

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, ------------------------------------

termasuk tetapi tidak terbatas sanksi -------------------------

pidana, perdata, dan/atau administratif ------------------

sesuai ketentuan peraturan perundang-----------------------------

undangan yang berlaku; -------------------------------------------------------------------------------

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di----------------------

atas, berarti siap bertanggung jawab penuh --------
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dan dengan ini menyatakan dianggap turut ---------------

menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --------

saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa

Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --------

yang sah. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penghadap saya, Notaris, kenal. --------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------------------------------------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----------------------

Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut ----

dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : ------------

1. Tuan MUHAMMAD MUAZZIR, lahir di Banda Aceh,-----------

pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 1992 -----------

(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), --------

Asisten Notaris, bertempat tinggal di Dusun --------

Lampoh Malem, Kelurahan Jurong Peujera, ----------------------

Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, --------

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ------------------------------------

1106102405920001, Warga Negara Indonesia, ---------------

untuk sementara berada di Jakarta.--------------------------------------------

2. Nona SEIRA GHASSANI FADHILAH, lahir di -------------------------

Bandung, pada tanggal 24 (dua puluh empat) -----------

Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan -----------

puluh enam), Asisten Notaris, bertempat ----------------------

tinggal di Jalan Setrasari Nomor 18, Rukun -----------

Tetangga 004/Rukun Warga 001, Kelurahan ----------------------

Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, --------

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -------------------------------------
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3273016403960006, Warga Negara Indonesia, ---------------

untuk sementara berada di Jakarta;--------------------------------------------

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.------------

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --------

Penghadap dan saksi-saksi, akta ini ------------------------------------------------

ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan --------

saya, Notaris.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.--------------------------------------------

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----------------------------

sempurna.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----------------------

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)
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